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Abstrak

Studi ini didorong oleh evaluasi kinerja organisasi dalam memperbaiki akuntabilitas
lembaga pemerintah, terutama di Kementerian Agama. Kendala dalam penerapan sistem
evaluasi masih ada, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan
kesiapan sumber daya manusia di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran
penting Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dalam pelaksanaan penilaian kinerja,
serta hambatan yang muncul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif melalui analisis dokumen resmi dan studi pustaka yang diteliti dengan metode
kajian literatur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Biro Ortala memiliki dua fungsi
utama, yaitu sebagai pengelola kebijakan evaluasi yang berbasis pada regulasi dan
sebagai pelaksana pemantauan melalui sistem SIPKA. Pelaksanaan kebijakan ini
berperan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan kinerja di
lingkungan Kementerian Agama.

Kata Kunci: evaluasi kinerja, biro organisasi, tata laksana, Kementerian Agama, SIPKA.
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Abstract

This study is driven by the significance of organizational performance evaluation in
enhancing the accountability of government institutions, particularly within the Ministry
of Religious Affairs. Challenges in implementing evaluation systems persist, especially
those related to the use of technology and the readiness of human resources in regional
areas. The study aims to examine the vital role of the Bureau of Organization and
Governance (Ortala) in conducting performance assessments, as well as the obstacles
encountered in the process. Employing a descriptive qualitative approach, the research
analyzes official documents and literature through a systematic review method. The
findings reveal that Ortala fulfills two main functions: managing evaluation policies based
on regulatory frameworks and conducting performance monitoring through the SIPKA
system. The implementation of these policies contributes to improving transparency and
the effectiveness of performance management within the Ministry of Religious Affairs.

Key Words: performance evaluation, organization bureau, governance, Ministry of
Religious Affairs, SIPKA.

A. Pendahuluan

Evaluasi kinerja organisasi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Di era reformasi birokrasi saat ini,
setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja
organisasinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kementerian Agama
(Kemenag), sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki struktur besar dan kompleks,
memberikan perhatian besar terhadap penguatan sistem evaluasi kinerja melalui keberadaan
Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala). Biro ini menjadi motor penggerak dalam perumusan
kebijakan, pemantauan, serta pelaporan capaian kinerja organisasi secara berjenjang, secara
bertingkat. Birokrasi modern harus dapat mengelola kinerja secara adaptif dan terukur untuk
memenuhi harapan publik mengenai akuntabilitas. (Prasojo, Haryanto 2021). Hal ini
membuktikan bahwa peran Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Agama sangat krusial
dalam menjaga arah dan konsistensi implementasi kebijakan organisasi.

Sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Agama No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Biro Ortala
menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatur mekanisme penilaian dan pelaporan kinerja
satuan kerja secara sistematis dan akuntabel (Kemenag, 2021). Dengan dukungan sistem digital,
Ortala mengembangkan Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA) yang digunakan
untuk memantau capaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Kemenag. Sistem ini
memungkinkan integrasi data capaian yang dapat diakses secara real-time, serta menjadi alat
kontrol yang memudahkan evaluasi berbasis data. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Robbins
dan Coulter (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi manajemen kinerja
secara terpadu dapat mempercepat proses pelaporan serta meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dalam organisasi pemerintah. Berdasarkan pengamatan, sistem tersebut membantu
satuan kerja untuk lebih disiplin dalam menyusun laporan serta memahami indikator kinerja
secara lebih jelas.

Dengan begitu, Biro Ortala memiliki dua peran yang sangat strategis, yaitu sebagai perumus
kebijakan kelembagaan dan sebagai pelaksana evaluasi kinerja yang berbasis teknologi. Namun,
berbagai tantangan sering muncul karena kapasitas sumber daya manusia di daerah yang masih
bervariasi. Sejumlah pegawai di KUA dan madrasah belum sepenuhnya memahami cara
penggunaan SIPKA dengan baik dan belum terbiasa menyiapkan dokumen perencanaan serta
pelaporan secara teratur. Sebaliknya, akses teknologi yang terbatas di daerah 3T mengakibatkan
keterlambatan dalam pelaporan dan menghalangi penerapan sistem informasi. (Farazmand,
2019). Tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan birokrasi tidak
cukup hanya dengan menyediakan sistem, tetapi juga harus disertai penguatan kapasitas SDM
secara menyeluruh.

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan cara peran-peran tersebut dilaksanakan, kendala
yang muncul, serta pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja. Oleh karena itu, pada pembahasan
berikut, akan dijelaskan kajian teoritis mengenai evaluasi kinerja organisasi, metodologi yang
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diterapkan, serta hasil analisis terkait peran Ortala dalam konteks kebijakan kelembagaan di
lingkungan Kementerian Agama.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan
(library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk mengeksplorasi
peran Biro Organisasi dan Tata Laksana dalam pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di
lingkungan Kementerian Agama. Kajian dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi, peraturan
kementerian, laporan kinerja, publikasi pemerintah, serta jurnal ilmiah yang relevan.

1.Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang
digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara sistematis peristiwa, gejala, dan
hubungan antar variabel berdasarkan data yang dikumpulkan dari dokumen tertulis. Tujuan
dari desain ini adalah memberikan deskripsi menyeluruh terhadap objek kajian, dalam hal ini
adalah peran Biro Ortala dalam proses evaluasi kinerja organisasi (Moleong, 2019).

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengakses regulasi resmi,

laporan kinerja dari laman kemenag.go.id, SIPKA, serta berita-berita kegiatan evaluasi yang

dipublikasikan oleh Kemenag pusat dan daerah. Penelusuran juga dilakukan terhadap
jurnal-jurnal nasional yang membahas topik birokrasi, reformasi kelembagaan, serta
evaluasi kinerja organisasi. Penelitian ini tidak menerapkan populasi dan sampel secara
statistik karena bersifat kualitatif. Data yang dianalisis bersumber dari dokumen resmi Biro
Ortala, laporan SIPKA tahun 2021-2024, dan regulasi serta publikasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga di Kementerian Agama.
3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa pedoman analisis isi dokumen yang dikembangkan

berdasarkan indikator evaluasi kinerja organisasi menurut Peraturan Menpan RB No. 20

Tahun 2018. Indikator tersebut mencakup kesesuaian struktur organisasi, efektivitas

pelaksanaan tugas, efisiensi sumber daya, dan ketercapaian indikator kinerja utama.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten,
yaitu metode kualitatif yang digunakan untuk menelaah dokumen secara mendalam guna
menemukan makna, pola berpikir, serta hubungan antarunsur dalam proses evaluasi
kinerja. Proses analisis mencakup beberapa tahap, seperti mengidentifikasi data yang
relevan, mengelompokkan informasi ke dalam kategori tertentu, memahami isi dokumen
secara mendalam, dan menyusun narasi hasil temuan yang dikaitkan dengan teori yang
digunakan dalam kajian pustaka.

Validitas data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu
membandingkan data dari dokumen resmi dengan informasi dari situs web kementerian, hasil
reviu auditor internal pemerintah, dan publikasi berita resmi. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mewakili kondisi aktual di lapangan.
Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, terutama dalam penggunaan dan
penyajian data dari dokumen yang bersifat publik. Semua sumber data yang digunakan berasal
dari dokumen resmi yang dipublikasikan oleh instansi terkait dan telah tersedia secara terbuka
di situs resmi pemerintah.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis dokumen resmi Kementerian Agama, seperti Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah  (LAKIP) tahun  2021-2023 dan informasi dari portal SIPKA
(https://sipka.kemenag.go.id), terungkap bahwa Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)
memiliki peran utama dalam menciptakan sistem evaluasi kinerja organisasi. Salah satu contoh
nyata adalah pembuatan Sistem Informasi Kinerja Kementerian Agama (SIPKA) yang berfungsi
untuk merekam dan mengawasi pencapaian indikator kinerja dari semua unit kerja pusat dan
daerah. Dengan SIPKA, laporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan bisa disajikan dalam
format visual grafis dan angka yang berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan yang
berbasis data. Menurut data pemantauan SIPKA tahun 2021-2023, yang dipublikasikan melalui
situs resmi Kemenag dan dokumen internal Biro Ortala, tercatat bahwa tingkat kepatuhan dalam
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pengisian laporan naik dari 68% pada tahun 2021 menjadi 92% pada akhir tahun 2023
(Kementerian Agama, 2023; SIPKA, 2023). Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan
keberhasilan sosialisasi sistem, tetapi juga menunjukkan semakin tumbuhnya budaya kerja yang
akuntabel dan berbasis bukti. Pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada peran, efektivitas,
serta tantangan yang dihadapi Biro Ortala dalam melaksanakan fungsi evaluasi kinerja organisasi
di lingkungan Kementerian Agama.

1. Peran Strategis Biro Ortala

Ortala bertanggung jawab merancang dan mengelola sistem organisasi serta prosedur kerja
agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional. Ortala memainkan peran kunci dalam
memastikan bahwa struktur organisasi pemerintah tetap adaptif terhadap kebutuhan
masyarakat dan perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip good governance.
Hal ini termasuk penyusunan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi unit kerja, hingga
penghitungan kebutuhan sumber daya manusia secara tepat (Kemenag, 2021). Kebijakan
organisasi yang disusun berfungsi sebagai dasar hukum dan administrasi dalam pelaksanaan
tugas, sehingga mengurangi tumpang tindih wewenang dan mempercepat proses pelayanan
publik. Peran ini sangat vital dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam
mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Ortala mengembangkan peta
proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta instrumen pengawasan dan evaluasi
yang sistematis (Aeni et al., 2024). Ortala tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif,
tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya kerja yang tertib dan profesional. Selain itu,
keterlibatan Ortala memberikan pemahaman bahwa transformasi birokrasi tidak bisa dilepaskan
dari perencanaan yang matang dan kontrol yang berkelanjutan

Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) memegang peran sentral dalam evaluasi kinerja
instansi pemerintah, mulai dari perancangan sistem pelaporan dan pengukuran kinerja hingga
analisis mendalam untuk merumuskan rekomendasi perbaikan struktural, operasional, dan
penguatan kapasitas SDM (Astuti et al.,, 2023). Dengan mekanisme evaluasi yang objektif dan
berkelanjutan, Ortala memastikan setiap capaian kerja selaras dengan target pembangunan
nasional dan indikator kinerja utama, sekaligus menjadi dasar bagi perencanaan ulang dan
penyesuaian organisasi (Wibowo, 2021). Selain itu, Ortala juga memfasilitasi transformasi digital
birokrasi melalui pengembangan dan implementasi sistem tata kelola elektronik yang
mengintegrasikan data antar-unit kerja yang meningkatkan sinergi informasi, efisiensi
administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas publik sehingga birokrasi tidak hanya efisien,
tetapi juga cerdas, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis (Triarto, 2023).
Berdasarkan hal tersebut, Ortala berfungsi sebagai pusat kendali evaluasi kinerja organisasi,
aktivitas seperti penyusunan laporan kinerja, monitoring capaian indikator, hingga analisis data
kinerja menunjukkan betapa pentingnya ketepatan informasi dalam pengambilan kebijakan yang
efektif.

Transformasi digital yang diinisiasi oleh Ortala sangat menentukan kualitas pelayanan dan
daya saing institusi pemerintahan. Ortala memiliki peran dalam pengembangan budaya kerja
organisasi. Melalui pembentukan regulasi internal dan penguatan nilai-nilai organisasi, Ortala
mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif, integratif, dan berorientasi pada hasil
(Irawan et al,, 2023). Evaluasi kelembagaan yang dilakukan secara periodik memungkinkan
Ortala mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dapat menghambat kinerja, serta
menyusun strategi penataan ulang dan pengembangan SDM (Kementerian Agama, 2021). Melalui
digitalisasi birokrasi dapat memperkuat budaya kerja dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan
di instansi vertikal kementerian. Dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, Ortala
Kemenag berkontribusi nyata dalam mendorong birokrasi yang profesional, transparan, dan
melayani (Suma, 2025). Biro Ortala tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis organisasi,
tetapi juga sebagai agen transformasi institusional. Ortala memperkuat fondasi kelembagaan
agar pemerintahan mampu menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan
masyarakat secara optimal.

2. Efektivitas Penggunaan SIPKA sebagai Instrumen Evaluasi

Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Aparatur (SIPKA) merupakan instrumen digital yang
dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi pemerintah,
termasuk di dalamnya lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama. Penggunaan SIPKA
sebagai alat bantu evaluasi kinerja sangat penting dalam mendukung implementasi manajemen
kinerja berbasis teknologi informasi. Proses pemantauan, pelaporan, dan analisis kinerja dapat
dilakukan secara sistematis, real-time, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan
keakuratan dan objektivitas dalam menilai capaian kerja instansi maupun individu ASN
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(Kusrianti et al.,, 2024). Sementara itu, melalui studi kasus di Kabupaten Gresik, menegaskan
bahwa inovasi sistem yang serupa secara fungsi dengan SIPKA, berkontribusi terhadap
peningkatan akuntabilitas tunjangan dan kinerja ASN secara digital. Oleh karena itu, SIPKA tidak
hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga bagian integral dari upaya transformasi tata
kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. (Legowo et al., 2024). Efektivitas SIPKA
sebagai instrumen evaluasi terlihat dari kemampuannya mengintegrasikan data kinerja dari
berbagai unit kerja secara nasional. Proses penginputan dan pengolahan data menjadi lebih
efisien dan minim kesalahan manual. Hal ini mempermudah pimpinan instansi dalam mengambil
keputusan berbasis data dan melakukan intervensi kebijakan secara tepat sasaran.

SIPKA mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja. Setiap unit kerja
diwajibkan mengisi laporan sesuai dengan format dan indikator yang telah distandarisasi,
sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan secara objektif antar wilayah dan jenjang organisasi.
Mekanisme ini mengurangi potensi manipulasi data serta mendorong budaya kerja yang terbuka
terhadap evaluasi dan perbaikan. Penerapan SIPKA juga mendorong keterlibatan aktif dari setiap
pegawai dalam mencapai target kerja karena kinerja mereka terekam dan dinilai secara langsung
dalam sistem. (Ngan, 2023). Selain itu, SIPKA berhasil memangkas beban administratif yang
selama ini dilakukan secara manual dan berulang proses yang sering memakan waktu dengan
memungkinkan pengumpulan laporan yang cepat dan tepat waktu (Savitri et al., 2024). Hal ini
sejalan dengan hasil studi di Kecamatan Ende Timur, yang menunjukkan bahwa aplikasi e Kinerja
serupa secara signifikan meningkatkan kedisiplinan, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan ASN
(Gae et al,, 2025). Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
organisasi. Proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan
baik.

3. Tantangan dan Kendala yang dihadapi

Dengan demikian, efektivitas SIPKA sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia
dalam mengoperasikan sistem tersebut. Tidak semua pegawai memiliki literasi digital yang
memadai, sehingga pelatihan dan pendampingan teknis menjadi aspek penting yang tidak bisa
diabaikan. Beberapa unit kerja di wilayah terpencil menghadapi kendala infrastruktur, seperti
jaringan internet yang tidak stabil, yang memengaruhi kelancaran penginputan data (Rajaguguk,
2023). Hal ini didukung oleh penelitian di Gresik yang mengungkap bahwa rendahnya literasi
digital ASN dan infrastruktur, seperti koneksi internet yang tidak stabil, menjadi hambatan utama
dalam optimalisasi transformasi digital pemerintahan, menegaskan bahwa kesiapan SDM dan
sistem teknologi adalah kunci sukses implementasi SIPKA (Silitonga, 2023). Oleh karena itu,
optimalisasi penggunaan SIPKA menuntut dukungan sistemik yang berkelanjutan, termasuk
evaluasi berkala terhadap kinerja sistem dan sumber daya manusia.

Kementerian Agama, dapat mengintegrasikan SIPKA dengan aplikasi kepegawaian, aplikasi
perencanaan, hingga sistem anggaran untuk menghasilkan analisis kinerja yang holistik dan
mendalam. Penggunaan SIPKA telah memberikan dampak positif dalam hal transparansi,
efisiensi, dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan birokrasi, khususnya di Kementerian
Agama. Meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan kultural, efektivitas SIPKA
sebagai instrumen evaluasi sangat potensial untuk ditingkatkan (Rismawati et al., 2025). Selain
itu, implementasi SAKIP di instansi vertikal seperti Kemenag memerlukan peningkatan
kemampuan SDM dalam mengelola proses pemantauan, pengukuran, dan pembinaan kinerja
(Mubarir et al., 2024). Untuk mencapai analisis kinerja yang holistik dan terintegrasi antar sistem
kepegawaian, perencanaan, dan anggaran SIPKA harus didukung secara sistem, SDM harus
terlatih dan regulasi harus jelas, sedangkan infrastruktur teknologi seperti akses internet dan
keamanan data perlu ditingkatkan. Evaluasi sistem berkala juga diperlukan agar fitur baru,
integrasi antar platform, dan penguatan keamanan dapat meningkatkan relevansi SIPKA sebagai
instrumen evaluasi menyeluruh (Kurniawan, 2023). Dengan pembinaan yang konsisten, serta
pengembangan sistem yang adaptif, SIPKA dapat menjadi fondasi kuat dalam transformasi tata
kelola pemerintahan berbasis kinerja yang responsif dan profesional.

4. Dampak Evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi

Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Ortala berdasarkan dokumen internal Reviu SAKIP 2023,
cukup signifikan dalam merumuskan kembali kebijakan kelembagaan. Data evaluasi
dimanfaatkan sebagai acuan dalam penataan struktur organisasi, penempatan kembali jabatan,
serta pemberian insentif atau sanksi bagi unit kerja. Dalam laporan SAKIP 2023, Kemenag
berhasil mendapatkan predikat “Sangat Baik (BB)” berkat evaluasi sistematis yang dilaksanakan
oleh Ortala (Kemenpan-RB, 2018; Kemenag, 2023). Ini menunjukkan bahwa penilaian telah
berfungsi sebagai alat manajerial strategis untuk memperbaiki kualitas birokrasi.
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Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Kinerja melalui SIPKA (2021-2023)

Tahun Tingkat Kepatuhan Pelaporan Keterangan

2021 68% Banyak unit kerja belum paham SIPKA
2022 81% Pelatihan mulai dilaksanakan

2023 92% Pelaporan sudah hampir merata

Sumber: Dokumen SIPKA Kementerian Agama (2021-2023), diakses dari
https://sipka.kemenag.go.id

Tabel di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan unit kerja Kemenag
terhadap kewajiban pelaporan kinerja melalui SIPKA. Hal ini menjadi indikator keberhasilan
program pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Biro Ortala sejak awal 2021 hingga
akhir 2023.

Alur Evaluasi Kinerja di
Kementerian Agama

Perencanaan:
Penyusunan Renstra & Perkin

!

Pelaksanaan:
Pengumpulan Data Capaian
Kinerja

!

Evaluasi:
Analisis melalui SAKIP
& SIPKA

!

Tindak Lanjut:
Penyusunan Rekomendasi

Gambar 1. Alur Evaluasi Kinerja di Kementerian Agama
Sumber : Dokumen Pedoman Evaluasi Kinerja Kementerian Agama

Gambar ini menjelaskan alur evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Biro Ortala sebagai
berikut :
Penyusunan Renstra dan IKU oleh unit kerja
Penandatanganan Perkin (Perjanjian Kinerja)
Input data capaian ke SIPKA setiap triwulan
Reviu dan validasi data oleh tim Ortala
Rakor dan umpan balik terhadap hasil capaian
Rekomendasi perbaikan, penghargaan/sanksi organisasi

Struktur alur ini menunjukkan bahwa proses evaluasi bersifat sistematis, dimulai dari
perencanaan hingga tindak lanjut berbasis data. Untuk memahami lebih jauh peran Biro Ortala,
penting meninjau kembali bagaimana sistem evaluasi kinerja tersebut dikembangkan,
diimplementasikan, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi kinerja dalam
konteks ini tidak hanya berhenti pada pelaporan administratif, melainkan juga menjadi dasar
reformasi struktural (Saputra et al, 2021). Misalnya, data dari SIPKA telah digunakan untuk
mengevaluasi efektivitas unit kerja, yang hasilnya turut mempengaruhi perampingan struktur
organisasi atau pembentukan unit baru yang lebih relevan. Sebagai contoh studi kasus dari
Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan
evaluasi sangat bergantung pada dukungan pimpinan dan koordinasi lintas bagian. Di tahun
2023, Kanwil ini berhasil menyelesaikan 100% laporan SIPKA tepat waktu dengan kualitas reviu
dokumen yang mendapat skor 90 dari 100 berdasarkan matriks Ortala (SIPKA, 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa sistem akan berjalan optimal jika didukung secara organisatoris dan teknis.
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Sementara itu, Kanwil Lampung menghadapi tantangan geografis dan SDM yang terbatas.
Meskipun mengalami hambatan, dengan bimbingan dari pusat, capaian pelaporannya meningkat
dari 62% pada 2022 menjadi 88% pada akhir 2023 (SIPKA, 2022-2023). Hal ini menunjukkan
bahwa evaluasi tidak hanya sebagai kontrol, tetapi juga sebagai proses pembinaan berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan bahwa peran evaluatif Biro Ortala bersifat adaptif dan dinamis. Di satu sisi,
biro ini merancang sistem dan kebijakan yang bersifat normatif dan berlaku secara umum.
Namun di sisi lain, biro juga mengelola proses yang bersifat kontekstual dan menyesuaikan
pelaksanaannya dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing satuan kerja.

Dari sisi struktural, hasil reviu SIPKA juga dipakai sebagai salah satu dasar penyusunan peta
jabatan dan analisis beban kerja (ABK). Artinya, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Ortala telah
bertransformasi menjadi sumber informasi penting dalam manajemen SDM dan tata kelola
kelembagaan di Kementerian Agama (SIPKA, 2023). Dalam hal ini, hasil evaluasi kinerja bukan
sekadar untuk pelaporan tahunan, tetapi menjadi bagian integral dari proses perencanaan
strategis kementerian secara keseluruhan (Seferti et al., 2022). Keterlibatan aktif Ortala dalam
pemetaan jabatan mencerminkan upaya profesionalisasi birokrasi yang berkelanjutan, serta
menuntut peningkatan kompetensi aparatur agar sesuai dengan struktur dan beban kerja yang
ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan SIPKA dan pelaporan kinerja menunjukkan adanya variasi
implementasi antar Kantor Wilayah. Kanwil dengan struktur SDM yang kuat dan budaya kerja
yang adaptif terhadap digitalisasi, seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta, mencatat tingkat akurasi
laporan yang konsisten tinggi di atas 90%. Sementara itu, beberapa kanwil seperti Kalimantan
Utara dan Maluku menunjukkan progres, namun masih berkutat pada aspek teknis, seperti
keterbatasan pelatihan dan infrastruktur jaringan (Setyowati, 2024). Perbandingan ini
menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan evaluasi juga dipengaruhi oleh kombinasi antara
kesiapan teknis, kepemimpinan lokal, dan budaya kerja. Biro Ortala merespons hal ini dengan
menyusun indikator-indikator khusus dalam reviu SIPKA yang bersifat adaptif terhadap kondisi
regional (Sugiono et al, 2021). Oleh karena itu, strategi peningkatan kinerja daerah perlu
diarahkan pada pendekatan yang kontekstual dan kolaboratif, termasuk pelatihan berkelanjutan
serta penguatan koordinasi.

Tabel 2. Analisis SWOT Evaluasi Kinerja oleh Biro Ortala
Aspek Keterangan

Strengths SIPKA yang terintegrasi dan real-time; pedoman pelaporan lengkap
Weaknesses ~ SDM pelaksana di daerah belum merata dalam literasi digital
Opportunities Transformasi digital nasional; dukungan penuh dari Kementerian PAN-RB
Threats Kesenjangan infrastruktur daerah; resistensi budaya terhadap evaluasi

Sumber: Analisis penulis berdasarkan dokumen Ortala

dan laporan evaluasi 2021-2023

Analisis SWOT ini menggambarkan bahwa meskipun sistem evaluasi telah dibangun secara
struktural dan digital, keberhasilannya tetap membutuhkan penguatan SDM, pembinaan budaya
kerja, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa
peran Biro Ortala dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tidak bersifat administratif semata. Ia
berperan sebagai agen transformasi dalam mendorong budaya kerja berbasis hasil dan tata
kelola organisasi yang akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

D. Kesimpulan

Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) memiliki peran penting dalam mendukung
pelaksanaan evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Agama, baik melalui penyusunan
kebijakan yang mengacu pada regulasi nasional maupun pelaksanaan pemantauan kinerja
menggunakan sistem digital SIPKA. Penggunaan SIPKA terbukti membantu meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaporan serta menjadi sumber data yang akurat
untuk pengambilan keputusan. Selain itu, Biro Ortala juga berkontribusi dalam peningkatan
kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan, penyusunan panduan evaluasi, dan
koordinasi antar unit kerja. Agar evaluasi kinerja dapat berjalan lebih optimal, diperlukan upaya
peningkatan kapasitas evaluator melalui pelatihan dan sertifikasi, penyediaan infrastruktur
teknologi yang merata di daerah, serta integrasi hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan
kebijakan dan anggaran. Di samping itu, penting untuk membangun budaya evaluatif di seluruh
jenjang organisasi melalui pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada hasil, sistem
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penghargaan bagi unit kerja berprestasi, serta mekanisme umpan balik yang bersifat
membangun dan berkelanjutan.
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